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ABSTRAK 
 
Sri Amalina, B11110169, Peranan Closed Circuit Television 
dalam Pembuktian Tindak Pidana (Studi kasus Putusan Nomor: 
1173/Pid.B/2013/PN.Mks) dibawah bimbingan  M. Syukri Akub sebagai 
Pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing II.Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan atau Peranan Closed 
Circuit Television (CCTV) dalam pembuktian tindak pidana pada putusan 
No.1173/PID.B/2013/Pn.Mks dan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi 
dalam pembuktian tindak pidana pada CCTV. 
Penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif dimana 
data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan 
kemudian dideskriptifkan.Hasil penelitian menunjukkan adanya peran CCTV 
yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana, dimana penggunaan 
CCTV tersebut sebagai alat bukti penunjang terhadap alat bukti sah yang 
berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan 
Terdakwa. Rekaman CCTV dapat menunjukan bagaimana kejadian 
sesungguhnya yang terjadi pada setiap kejadian tindak pidana. Sedangkan 
kendala yang dihadapi berupa kendala hukum, yakni belum adanya 
pengaturan mengenai jangka waktu penyerahan alat bukti Rekaman CCTV 
kepada penyidik serta pembuktian melalui Rekaman CCTV belum masuk 
dalam Alat Bukti yang sah menurut KUHP sehingga alat bukti melalui 
Rekaman CCTV hanya merupakan alat bukti penunjang atau pendukung dari 
alat bukti yang sah, dan kendala non hukum yakni adanya hasil editing dari 
Rekaman CCTV serta hasil Rekaman CCTV sangat dipengaruhi kualitas dari 
kamera CCTV 
 
 
 
 
 
xi 
 
DAFTAR ISI 
HALAMAN JUDUL ................................................................................ i 
PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................... ii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ……. ......................... iii 
KATA PENGANTAR.. ........................................................................... iv                      
ABSTRAK .. ..........................................................................................      x 
DAFTAR ISI ........................................................................................... xi 
BAB I     PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah ...................................... 1 
B. Rumusan Masalah ............................................... 6 
C. Tujuan Penelitian ................................................. 6 
D. Kegunaan Penelitian............................................ 6 
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Hukum Acara Pidana dan Ruang Lingkupnya 
Hukum Acara Pidana……… ..........................................      8 
1. Pengertian dan Sistem Hukum Acara Pidana ...........      8 
2. Pembuktian dan Hukum Pembuktian serta Alat Bukti 
menurut KUHAP serta kaitannya dalam Praktik Peradilan 
Pidana…………………………...... ............................. 14
 ................................................................................... 
B. Pembuktian ..................................................................... 16 
1. Pengertian Pembuktian Menurut Para Ahli ............... 16 
2. Pembuktian dalam Perkara Pidana ........................... 21 
3. Pembuktian pada Umumnya………………………….  22
 ................................................................................... 
4. Hal Secara Umum diketahui namun tidak perlu 
dibuktikan……………………………………………….  25 
 
xii 
 
C. Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana ................... 45 
1.  Conviction In-Time………………………….................  46 
2.  Positief Wettelijk Bewijstheorie ................................... 46 
3.  Conviction Raisonee…………………………………. ... 48 
4.  Negatief Wettelijk Bewijstheorie ................................. 48 
D. Fungsi Pembuktian dalam Tindak Pidana ................... 49 
E. Alat Bukti Elektronik (Electronic Evidence) ................ 54 
 
BAB III   METODE PENELITIAN 
A. Populasi dan Sampel ....................................................... 61 
B. Jenis dan Sumber Data ................................................... 61 
C. Teknik Pengumpulan Data ..............................................    62 
D. Analisis data………………………………………………...     63 
 
BAB IV   PEMBAHASAN 
A. Kedudukan Closed Circuit Television dalam Sidang Peradilan 
Pidana ………………………………………………………...   65 
B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana 
dengan menggunakan Kamera CCTV …………   72 
 
BAB V   PENUTUP 
A. Kesimpulan ………………………………………………….   80 
B. Saran ………………………………………………………….  83 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai mahkluk sosial tidak 
bisa bertindak sesuka hati, karena tentu saja ada norma-norma yang harus 
dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, norma-norma yang bertujuan untuk 
mengatur kehidupan sosial masyarakat, sehingga diharapkan terciptanya 
ketertiban, keamanan, dalam masyarakat.  
Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari 
hukum, hukum hadir di tengah-tengah masyarakat secara filosofis 
sebenarnya berproses bersama masyarakat, dan berkembang pula seiring 
dengan perkembangan masyarakat, hal tersebut bahwa untuk mengakomodir 
kepentingan masyarakat sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum, 
keadilan, ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat.  
Pembuktian merupakan tahap paling menetukan dalam proses 
persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan 
terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana 
sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. “Menurut Pitlo, pembuktian 
adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang 
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berhubungan dengan kepentingannya”1. Pembuktian tentang benar atau 
tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan 
bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. 
Tidak dapat dipungkiri meskipun hukum telah hadir ditengah 
masyarakat masih saja terjadi suatu tindakan yang bahkan bertentangan 
dengan hukum itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali dijumpai 
perilaku manusia yang merugikan orang lain yang dalam hal ini tergolong 
tindak pidana. Oleh karena itu, aparat dan segenap pihak yang berwenang 
harus mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi 
di masyarakat. Biasanya, suatu tindak pidana sulit diungkapkan karena 
pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan bukti-bukti tentang  terjadinya 
tindak pidana sehingga dapat menyebabkan si pelaku tidak dapat dituntut.  
Sehubungan dengan itu, ilmu hukum memiliki penggolongan 
mengenai hukum dengan berbagai sudut pandang, salah satunya hukum 
pidana, hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang 
menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak 
pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap 
yang melakukannya. Baik hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum 
acara pidana (hukum pidana formal). Hukum acara pidana berfungsi untuk 
                                                           
   
1
 http://peunebah.blogspot.com/2011/07/analisa-sistem-pembuktian-terbalik.html diakses 
pada hari Sabtu, 5 April  2014, Pkl 01.25 
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menjalankan hukum pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum 
pidana formal atau hukum acara pidana. Sedangkan 
Menurut Moeljatno2, yakni hukum pidana adalah bagian dari pada 
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-
dasar dan aturan-aturan untuk : 
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan 
dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa 
pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan. 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut. 
 
 
Sehubungan dengan itu, hukum pidana sebagai hukum yang 
mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan 
berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan 
memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-undang 
Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, Undang-undang Korupsi, Undang-undang Hak Asasi 
Manusia dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur 
perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang 
melanggarnya.  
Pembuktian  adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti 
memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, 
                                                           
   2 http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana diakses pada hari Sabtu, 5 April 2014, Pkl 02.10 
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melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Pembuktian 
merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat 
bukti yang sah menurut hukum yaitu, pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sehubungan 
dengan elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti terhadap kasus yang ditemukan 
bahwa seseorang yang telah ditemukan melakukan tindak pidana pencurian di salah 
satu toko sepatu DM  yang tertangkap dengan kamera Closed Circuit Television 
(CCTV). Yang berkaitan langsung dengan kasus yang kami teliti mengenai kasus 
pencurian dengan alat bukti berupa data elektronik dari kamera CCTV.  
Oleh karena itu, CCTV adalah satu media yang dapat digunakan untuk 
memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan 
bantuan sarana adalah CCTV. CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya 
menggunakan video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu 
dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan 
signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan broadcast 
signal.  
Pada umumnya CCTV digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan 
dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, toko, kantor 
dan pabrik. Bahkan pada perkembangannya, CCTV sudah banyak dipergunakan di 
dalam lingkup rumah pribadi. Namun untuk mengungkap kejahatan yang berkaitan 
langsung dengan CCTV yang menjadi alat bukti dalam suatu kasus yang mulai 
tengah marak terjadi. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam 
masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang 
berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan 
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timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru. Menyikapi keadaan ini, 
maka tantangan-tantangan yang muncul harus dihadapi bahkan dicari jalan 
keluarnya, terlebih terhadap munculnya modus-modus kejahatan yang 
menggunakan teknologi informasi ini.  
Sehubungan dengan itu, kasus-kasus yang terjadi yang bersentuhan 
dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut media video 
recorder kamera CCTV, sudah mulai marak diperbicangkan di masyarakat, sehingga 
penggunaannya dalam mengungkap kejahatan atau sebagai sarana pendukung 
dalam membuktikan tindak pidana akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai 
alat bukti yang sudah tentu akan berbenturan dengan instrumen hukum yang ada 
mengingat bahwa pembuktian  dalam kasus tindak pidana dengan alat bukti yang 
digunakan ialah alat bukti CCTV, maka berkenaan dengan uraian di atas penulis 
berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana peranan dan 
legalitas dari  alat bukti kamera CCTV  tersebut yang dituangakan ke dalam skripsi 
dengan judul, Peranan Closed Circuit Television dalam Pembuktian Tindak Pidana 
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1173/Pid.B/2013/Pn.Mks). 
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B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
menarik suatu rumusan masalah, yakni: 
1. Bagaimanakah peranan Closed Circuit Television (CCTV) dalam 
pembuktian tindak pidana pada putusan No.1173/Pid.B/2013/Pn.Mks? 
2. Bagaimanakah kendala- kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak 
pidana dengan menggunakan Closed Circuit Television (CCTV)? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui peranan kamera CCTV dalam pembuktian dalam 
sidang pengadilan perkara pidana (Studi Kasus No. Putusan 
1173/Pid.B/2013/Pn.Mks). 
2. Untuk mengetahui kendala penggunaan kamera CCTV dalam 
pembuktian tindak pidana. 
 
D. Kegunaan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah dan lingkup penelitian, maka 
kegunaan penelitian ini meliputi : 
1. Kegunaan Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kajian untuk 
mengembangkan wawasan mengenai hukum, khususnya mengenai 
alat bukti kamera CCTV  sebagai Pembukti dalam persidangan. 
2. Kegunaan Praktis  
Penelitian diharapkan berguna sebagai: 
a. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang 
hukum khususnya mengenai pembuktian menggunakan kamera 
CCTV sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan negeri. 
b. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi, 
serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang 
memerlukannya. 
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                                                                           BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana 
 
1. Pengertian Secara Umum dan Sistem dalam Hukum Acara 
Pidana 
Istilah “Hukum Acara Pidana”, “Hukum Proses Pidana”,  atau 
“Hukum Tuntutan Pidana”. Belanda memakai istilah Strafvordering yang jika 
diterjemahkan menjadi tuntutan pidana. Bukan istilah Strafprocesrecht yang 
pidananya acara pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman 
Belanda pada waktu rancangan Undang-Undang dibicarakan di Parlemen 
karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Oleh karena itu menurut  
Andi Hamzah istilah Inggris Criminal Procedure Law lebih tepat daripada 
istilah Belanda. Karena istilah Strafvordering sudah lebih dikenal 
dimasyarakat, maka istilah tersebut yang masih dipakai.3  
Istilah Strafvordering (Tuntutan Pidana) memang dapat diartikan 
secara luas (meliputi proses pidana) dan dapat pula diartikan sempit, yaitu 
hanya meliputi penuntutan saja. Dalam arti yang luas disebut dalam bahasa 
                                                           
  3   Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya, 
Bandung: P.T. Alumni, 2007 hal 1-2. 
 
9 
 
latin Prosessus Criminalis sedangkan dalam artinya yang sempit disebut 
Aclio Publica. 
Di Perancis memakai istilah Code d’ Instruction Criminelle. Lain lagi 
istilah yang dipakai di Amerika Serikat yaitu Criminal Procedure Rules. 
Dipakai istilah “rules” karena di Amerika Serikat bukan saja undang-undang 
yang menjadi sumber formal Hukum Acara Pidana, tetapi juga putusan hakim 
dan dibukukan sebagai himpunan. 
Istilah yang mulai popular di Indonesia yaitu Criminal Justice 
System yang artinya Sistem Peradilan Pidana. Di Indonesia mulai ramai 
dipakai istilah “Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, sebagai salinan dari istilah 
Intergrated Criminal Justice System.4 Beberapa para pakar ahli hukum acara 
menjelaskan mengenai hukum acara pidana, SPP atau Sistem Peradilan 
Pidana terdiri dari 5 Pancawangsa penegak hukum, yaitu Kepolisian, 
Kehakiman, Pengadilan, Advokat, dan Lembaga Permasyarakatan. 
Pengertian Hukum Acara Pidana Menurut Mochtar Kusuma Atmadja, hukum 
acara proses pidana adalah peraturan hukum pidana yang mengatur 
bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana materil. Hukum 
pidana formil memproses bagaimana menghukum atau tidak menghukum 
seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana makanya disebut sebagai 
Hukum acara pidana. Menurut Andi Hamzah Hukum acara pidana 
                                                           
4
http://typinggugungunawan.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-sistem-hukum-
acara.html [ Minggu, 6 April, 2014 pkl. 04.00]. 
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merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti yang luas. Hukum pidana 
dalam arti yang luas meliputi baik hukum pidana substantif (materiil) maupun 
hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Menurut Simon, HAP / 
hukum pidana formil, mengatur bagaimana caranya Negara dengan 
perantaraan alat-alat kekuasaanya menggunakan haknya untuk menghukum 
dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana5 
Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit , yaitu hanya 
mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada 
pelaksanaan pidana eksekusi oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak 
termasuk hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut perencanaan 
undang-undang pidana6  
Dikaji dari perspektif teoritik dan praktik sistem peradilan pidana 
Indonesia, hukum acara pidana (Hukum Pidana Formal) yang lazim disebut 
dengan terminologi bahasa Belanda “formeel strafrecht” atau 
“strafprocesrecht” sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan 
dan mempertahankan hukum pidana materiel. Pada hakikatnya, secara 
teoritik dalam kepustakaan baik dalam ruang lingkup sistem Anglo-Saxon 
maupun Eropa Kontinental terminology peradilan pidana sebagai sebuah 
sistem relatif masih diperdebatkan. Terlepas dari aspek tersebut diatas, pada 
                                                           
5
http://topihukum.blogspot.com/2013/05/defenisi-hukum-acara-pidana-menurut.html 
[Minggu, , 6 April, 2014 pkl. 04.00]. 
6
 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua Sinar Grafika  2013 hal. 2-3 
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asasnya sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya pada Kepolisian, 
Kejaksaan dan Pengadilan Negeri mengacu kepada kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 
(LNRI 1981-76;TLNRI 3209) yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 
31 Desember 1981. Selain hukum acaranya berorientasi kepada KUHAP 
sebagaimana tersebut di atas, ketentuan hukum materielnya juga mengacu 
kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. Pada hakikatnya, sistem peradilan pidana 
itu dapat dikaji melalui pendekatan dari dimensi hukum, sosiologi, ekonomi, 
dan manajemen.  
Aspek ini dikatakan demikian, karena pada sistem peradilan pidana 
termaktub anasir yang mendukung eksistensi dari proses tersebut. Oleh 
Satjipto Rahardjo anasir ini dideskripsikan lebih detail, bahwasanya : 
“ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu lembaga hukum 
seperti sistem peradilan pidana (criminal justice system-SPP), 
yaitu dengan pendekatan hukum dan pendekatan yang lebih luas, 
seperti sosiologi, ekonomi dan manajemen . dari segi profesional, 
SPP lazim dibicarakan sebagai suatu lembaga hukum yang berdiri 
sendiri. Disini kita memberikan perhatian terhadap asas, doktrin 
dan perundang-undangan yang mengatur SPP tersebut. Dalam 
ilmu hukum, pendekatan seperti itu disebut postivis analitis”7 
 
Dikaji dari perspektif  Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice 
Sistem), di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub sistem 
                                                           
7
 Op.Cit Hal 2-3 
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peradilan pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca 
Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2002), Kejaksaan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004), 
Pengadilan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004), Lembaga 
Permasyarakatan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun1995) dan Advokat 
(Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003). Sistem Peradilan Pidana yang 
merupakan proses dengan institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan 
serta pemasyarakatan.8 
Suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam 
penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan 
sistem. Remington dan Ohlin dengan tegas mengemukakan aspek sebagai 
berikut : 
“criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian 
pendekatan sistem terhadap mekanisme admnistrasi peradilan 
pidana, dan peradilan sebagai suatu system merupakan hasil 
interaksi antara peraturan perundang-undangan , praktik 
admnistrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. 
  
Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses 
interaksi  yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk 
memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.9 
                                                           
8
  Ibid, hal. 4-5 
9
 Ibid, hal 6 
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Kemudian , dikaji dari perspektif teoritik dan komparatif menurut 
Michael King ada 7 (tujuh) “model keadilan”10 dalam Sistem peradilan pidana 
(SPP) yang dapat dipilih dan dipilah hakim sebagai kebijakan aplikatif dalam 
menjatuhkan suatu putusan. Pada hakikatnya, model Sistem Peradilan 
pidana ini, merupakan model ideal sesuai tolok ukur dari dimensi, paradigma 
dan nuansa masyarakat Amerika Serikat yang menjunjung tinggi 
heteroginitas, liberalisasi dan demokrasi. Konsekuensi logis dari apa yang 
telah diuraikan konteks diatas jika ditarik sebuah benang merah, jelaslah 
sudah ada korelasi teramat erat antara sistem peradilan pidana disuatu sisi 
dengan ketentuan hukum acara pidana disisi lainnya. Di Indonesia,  dewasa 
ini sebagai hukum positif /Ius Operatum/Ius constiutum bagi ketentuan hukum 
acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (LNRI 
1981-76;TLNRI 3209) Dan dengan titik tolak konsideransi huruf D dan dictum 
angka 1 Undang-Undang tersebut, dicabutlah Het Herziene Inlandsch 
Reglement (HIR, Staatblad Tahun 1941 Nomor 44) beserta UU Nomor 1 Drt 
Tahun 1951 (LN Tahun 1951 Nomor 9, TLN Nomor 81) dan semua peraturan 
pelaksanannya yang ketika itu merupakan hukum positif bagi hukum acara 
pidana.  
Apabila diteliti dengan lebih spesifik, ternyata UU Nomor 8 Tahun 
1981 tidak memberi batasan limitatif tentang pengertian hukum acara pidana. 
                                                           
  10  Ibid, hal 7 
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Dengan demikian, kalau boleh ditafsirkan, rupa-rupanya terhadap aspek ini 
pembentuk undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada pandanagan 
doktrina dan kebiasaaan praktik peradilan. Oleh kareana itu bertitik tolak 
pada visi actual pandangan doktrina kebiasaan praktik peradilan dan kitab 
undang-undang hukum acara pidana.11  
2. Pembuktian dan Hukum Pembuktian serta Alat Bukti Menurut KUHAP 
serta Kaitannya dalam Praktik Peradilan Pidana. 
 
Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana pada umumnya dan 
hukum acara pidana (formeel strafrecht/strafprocesrecht) pada khususnya, 
aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan 
kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat 
dari dalam kerangka yuridis, aspek “pembuktian” terbilang unik karena dapat 
diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal 
maupun hukum pidana materiel. 
Aspek “pembuktian” dikategorikan kedalam hukum pidana materiel 
karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata dimana 
aspek “pembuktian” ini masuk dalam kategorisasi hukum perdata materil dan 
hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi, sejak berlakunya 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
                                                           
11
  Ibid, hal 7-9 
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Acara Pidana (KUHAP), aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan 
Hukum Pidana Formal. 
Dikaji secara umum, pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti 
suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan 
kebenaran suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk 
memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah 
perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi 
(memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu dengan kebenaran, 
melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dikaji dari 
makna leksikon, pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan 
membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam 
sidang pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur 
alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur menegenai 
alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan 
terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena 
membuktikan kesalahan terdakwa. 
Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sudah dimulai sebenarnya 
pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan yakni 
tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa  yang 
diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, 
sehingga disini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan 
penyidikan yakni ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari  serta 
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mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, 
dengan tolak ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP, untuk 
dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan, bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga 
sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. 
Konkretnya, pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai 
adanya penjatuhan pidana (vonnis) oleh hakim di depan sidang pengadilan 
baik ditingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi jikalau perkara 
tersebut dilakukan upaya hukum banding (apel/revisi).12 
 
B. Pembuktian 
1.Pengertian Pembuktian Menurut Para Ahli  
 
Sistem pembuktian terdiri dari dua kata, yaitu kata “sistem” dan 
“pembuktian”. Secara etimologis, kata “sistem” merupakan hasil adopsi dari 
kata asing “system” (Bahasa Inggris) atau “ systemata” (Bahasa Yunani) 
dengan arti “suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-
bagian kelengkapannya dengan memiliki tujuan secara pasti” atau 
“seperangkat komponen yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan 
tertentu”. 
                                                           
12
  Ibid, hal 159-160 
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Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan 
penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-
jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat 
(1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai 
pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan 
tentang arti dari pembuktian. Membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang 
kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa  
Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan 
usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat 
diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.Pembuktian 
mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan 
terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus 
mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan 
yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan 
undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 
Mengenai arti pembuktian dalam hukum acara pidana terdapat 
beberapa sarjana hukum mengemukakan defenisi yang berbeda-beda. Andi 
Hamzah mendefenisikan pembuktian sebagai upaya mendapatkan 
keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna 
memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang 
didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri 
terdakwa. Lain lagi  Yahya Harahap,  dia beranggapan  bahwa yang 
18 
 
dimaksud dengan pembuktian  adalah ketentuan yang membatasi sidang 
pengadilan dalam usahanya mencari  dan mempertahankan kebenaran13.  
Arti sistem pembuktian dalam konteks hukum acara pidana adalah 
suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian 
kelengkapannya untuk mencari kebenaran terhadap perbuatan pidana yang 
didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri 
terdakwa. Maksud kebenaran dalam hukum pidana berbeda dengan 
kebenaran dalam konteks hukum14. 
Pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam 
penyelesaian suatu tindak pidana dimuka persidangan pengadilan. 
Penerapan hukum materil dalam kasus-kasus kongkrit yang dihadapi di 
pengadilan untuk mengetahui titik kebenaran, kasus mencerminkan atau 
mewujudkan keadaan prosedural disamping keadilan substantif, artinya 
hakim dalam menerapkan ketentuan hukum materil harus berdasarkan 
ketentuan hukum acara pidana, oleh karena itu dikatakan bahwa ketentuan 
hukum acara pidana bertujuan untuk mempertahankan hukum pidana materil. 
Fungsi hukum acara pidana menurut Van Bemmelen adalah15: 
a. Mencari dan menemukan kebenaran 
b. Pemberian keputusan oleh hakim 
                                                           
13
 Ibid. 
14
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37046/4/Chapter%20II.pdf, [senin 17 
maret 2014 pkl. 22.29].  
15
 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8 
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c. Pelaksanaan keputusan 
Berdasarkan pendapat tersebut hukum acara pidana dalam 
rangka penegakan hukum pidana menduduki peran yang sangat penting 
dan menentukan, khususnya dalam rangka mencari dan menemukan 
kebenaran materil 
Proses pencarian kebenaran materil atas terjadinya tindak pidana 
melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari tindakan penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan untuk 
menentukan lebih lanjut putusan apa yang akan diambil. Putusan yang 
akan diambil oleh hakim itu sendiri didasarkan pada kebenaran materil 
yang tepat dan berlaku menurut ketentuan perundang-undangan, dalam 
hal ini hukum acara pidana. Pembuktian  dalam perkara pidana menurut 
Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu 
keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan 
keterangan terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan 
Pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang 
dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa.  
Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan 
pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang 
dikemukakan dalam persidangan. Namun mengenai teori hukum 
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pembuktian ini, menurut  Munir Fuady, merupakan seperangkat kaidah 
hukum yang mengatur tentang pembuktian, yang dimaksud dengan 
pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara 
perdata,acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan 
menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan 
prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, 
khususnya fakta atau pertanyaan yang dipersengketakan di pengadilan,  
yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses 
pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu16.  
Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan 
perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam 
hukum acara pidana. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada 
hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. 
Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori 
pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan 
pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (bewijsgronden) 
2. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan 
gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah 
lampau (bewijsmiddelen) 
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada 
hakim di sidang pengadilan (bewijsvoering) 
                                                           
16
  Munir fuady, 2012, Teori hukum pembuktian pidana & perdata, Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, hal. 1-2. 
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4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam 
rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (bewijskracht) 
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk 
membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan  
(bewijslast) Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian 
untuk mengikat kebebasan hakim (bewijsminimum) 
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk 
mengikat kebebasan hakim (bewijsminimum).17 
 
2. Pembuktian dalam Perkara Pidana 
   
Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam 
proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib 
terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan 
undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan 
kepada terdakwa,  terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau 
kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut 
dalam Pasal 184 KUHAP,  terdakwa dinyatakan “bersalah”. Kepadanya akan 
dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan 
matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di 
mana batas minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang 
disebut dalam Pasal 184 KUHAP. 
 
                                                           
17
 Siddiq Ahmad, 2010 , Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana 
diakses dari http://siddiq-4hm4d87.blogspot.com/2010/09/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam.html  [ 
selasa, 18 maret 2014, pkl 02.00]. 
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3. Pembuktian pada Umumnya 
Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam 
sidang pengadilan. Pembuktian adalah  ketentuan-ketentuan yang berisi 
penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-
undang membutikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 
Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alatu bukti yang 
dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan 
kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesukan 
hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. 
Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain18:  
a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha 
mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut 
umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada 
ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan 
undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya 
sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan atal 
bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa 
tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya 
benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.  
                                                           
18
 Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan 
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2012, hal. 274 
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b. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat 
menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang 
ditemukan selama pemeriksaan persidangan.  Jika majelis hakim 
hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan 
yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, 
dengan cara dan dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang 
melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.  Kalau tidak 
demikian, bisa saja orang yang jahat lepas dan orang yang tak 
bersalah mendapat ganjaran hukuman. Majelis hakim dalam 
mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam 
putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan 
undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut 
dalam Pasal 184 KUHAP. 
Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan 
pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas 
yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang 
hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran 
yang harus dibenarkan jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam 
putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang 
dibenarkan sistem pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan 
dan pendapat subjektif hakim. 
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Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang 
ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan: 
a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang 
untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan 
yang didakwakan kepada terdakwa. 
b. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk 
melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai 
dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa 
sangkalan atau bantahan yang beralasan dengan saksi yang 
meringankan maupun dengan alibi. 
c. Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan 
tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. 
Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternative, 
dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam 
persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan 
pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primer 
tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal ini, arti dan 
fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana 
yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya 
dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan 
dakwaan tindak pidana yang telah terbukti. 
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4. Hal yang Secara Umum Diketahui Tidak Perlu Dibuktikan 
 
Melengkapi uraian pengertian pembuktian, perlu juga dibicarakan 
mengenai apa yang dirumuskan dalam Pasal 284 ayat (2) yang berbunyi : 
“Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”. 
Mengenai pengertian “hal yang secara umum diketahui ditinjau dari 
segi hukum, tiada lain dari pada perihal atau keadaan atatu omstandigheide 
atau circumstance, yakni hal ikhwa atau peristiwa yang diketahui umum 
bahwa hal tersebut memang sudah demikian hal yang sebenarnya atau 
sudah semestinya demikian. Atau bisa juga berarti berupa perihal kenyataan 
dan pengalaman yang akan selamanya dan selalu akan mengakibatkan 
“resultan” atau kesimpulan yang demikian, yaitu kesimpulan yang didasarkan 
pengalaman umum ataupun berdasar pengalaman hakim sendiri bahwa 
setiap peristiwa dan keadaan yang seperti itu senantiasa menimbulkan akibat 
yang pasti demikian. 
Menurut system HIR, dalam acara perdata/pidana hakim terikat 
pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim  hanya boleh 
mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh 
Undang-undang saja.  
Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat 
bukti yang sah adalah: 
1. Keterangan saksi; 
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2. Keterangan ahli; 
3. Surat; 
4. Petunjuk; 
5. Keterangan terdakwa. 
 
Alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP adalah sebagai berikut: 
1. Keterangan Saksi 
a. Pengertian 
Dalam pengertian tentang keterangan saksi, terdapat 
beberapa pengertian lainnya yang perlu dikemukakan, yaitu 
pengertian saksi dan kesaksian, sebagai berikut: 
1) Dalam pengertian saksi, terdapat beberapa pengertian yang 
dapat dikemukakan, yaitu: 
a) Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama 
mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui 
indera mereka dan dapat menolong memastikan 
pertimbangan-pertimbangn penting dalam suatu kejahatan 
atau kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi 
mata. 
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b) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang 
suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. 
(Pasal 1 angka 26 KUHAP). 
c) Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan 
atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses 
penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa 
hukum yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan atau 
orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan 
tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (RUU 
Perlindungan Saksi Pasal 1 angka 1). 
2) Kesaksian 
Dalam pengertian kesaksian, terdapat beberapa pengertian 
yaitu19: 
a) Menurut R. Soesilo adalah “suatu keterangan di muka hakim 
dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, 
yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri”. 
b) Menurut Sudikno Mertokusumo, adalah kepastian yang 
diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa 
                                                           
19
 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta, 
2013, hal. 250 
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dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh 
orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh 
undang-undang, yang dipanggil di pengadilan. 
3) Keterangan saksi 
Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut Pasal 1 
angka 27 KUHAP adalah: 
“Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang 
berupa keterangan dari saksi mengenai suatu 
peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami 
sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya 
itu”. 
 
b. Syarat dan penilaian keterangan saksi  
Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat 
bukti yang sah, maka harus memenuhi 2 syarat, yaitu: 
1) Syarat formiil 
Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila 
diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan 
keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yangt 
idak disumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambahan 
penyeaksian yang sah lainnya. 
2) Syarat materiil 
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Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat 
dianggap sah sebagai alat pembuktian karena tidak memenuhi 
syarat materil, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang 
saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur 
kejahatan yang dituduhkan. 
Untuk suatu penilaian keterangan saksi sebagaimana menurut 
Pasal 185 KUHAP, bahwa: 
a) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi 
nyatakan di sidang pengadilan. 
b) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk 
membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadao perbuatan 
yang didakwakan kepadanya. 
c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak 
berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah 
lainnya. 
d) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri 
tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan 
sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi 
itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, 
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sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau 
keadaan tertentu. 
e) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim 
harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: 
(1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang 
lain 
(2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti 
lain 
(3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk 
memberti keterangan tertentu 
(4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu 
yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya 
keterangan itu dipercaya 
f) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai 
satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun 
apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi 
yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat 
bukti yang sah. 
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c. Hak-hak saksi 
Saksi didalam memberikan kesaksian atau keterangan dalam 
suatu perkara pidana undang-undang telah memberikan hak-hak, 
sebagaimana telah diatur di dalam KUHAP, sebagai berikut: 
1) Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi 
diperiksa (Pasal 173 KUHAP) 
2) Hak untuk mendapatkan penerjemah atas saksi yang tidak 
paham bahasa Indonesia (Pasal 177 KUHAP) 
3) Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk 
mendapatkan penerjemah (Pasal 178 ayat (1) KUHAP) 
4) Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-
lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang (Pasal 227 ayat 
(1) KUHAP) 
5) Hak untuk mendapat biaya pengganti atas kehadiran di sidang 
pengadilan (Pasal 229 ayat (1) KUHAP) 
d. Dapat didengar sebagai saksi 
Pada umumnya semua orang atau siapa saja dapat didengar 
keterangannya atau menjadi saksi, kecuali sebagaimana dimaksud 
menurut Pasal 168 KUHAP, bahwa yang tidak dapat didengar 
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keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, 
adalah: 
1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau 
ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang 
bersama sama sebagai terdakwa 
2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 
terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang 
mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak 
saudara terdakwa sampai derajat ketiga 
3) Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang 
bersama-sama sebagai terdakwa 
Jadi orang-orang tersebut berdasarkan Pasal 168 KUHAP, 
ialah mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari kesaksian, 
namun dapat memberikan kesaksian apabila menurut Pasal 169 
ayat (1) KUHAP, apabila saksi itu menghendakinya sendiri dan 
penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka 
dapat memberikan keterangan dengan sumpah, tetapi sebaliknya 
apabila penuntut umum dan terdakwa tidak menyetujuinya, maka 
menurut Pasal 169 ayat (2) KUHAP tetap diperbolehkan 
memberikan keterangan tanpa sumpah. 
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e. Yang tidak dapat didengar sebagai saksi 
Selain itu, orang yang sama sekali tidak dapat didengar atau 
memberikan keterangannya atau sebagai saksi atau dapat 
mengundurkan diri dalam suatu perkara pidana menurut Pasal 170 
ayat (1) KUHAP, yaitu mereka yang karena pekerjaan, harkat 
martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat 
diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan 
sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada 
mererka. 
f. Saksi yang dapat memberikan keterangan tapi tidak disumpah 
Demikian pula terdapat saksi-saksi yang dapat memberikan 
keterangan tapi tidak disumpah sebagaimana menurut Pasal 171 
KUHAP, yaitu: 
1) Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah 
kawin 
2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang 
ingatannya baik kembali 
g. Jenis-jenis saksi 
Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas 2, yaitu: 
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1) Saksi a charge (saksi yang memberatkan terdakwa) 
Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh 
penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang 
diberikan akan memberatkan terdakwa, demikian menurut Pasal 
160 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa dalam hal ada saksi yang 
memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat 
pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau 
penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya 
sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua 
sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. 
2) Saksi a de charge (saksi yang meringankan/menguntungkan 
terdakwa) 
Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum/terdakwa 
atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian 
yang diberikan akanmeringankan/menguntungkan terdakwa, 
demikian menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa 
dalam hal ada saksi yang menguntungkan terdakwa yang 
tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang 
diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut 
umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum 
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dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar 
keterangan saksi tersebut. 
h. Sanksi terhadap saksi 
Seorang saksi yang telah dipanggil secara wajar untuk 
memberikan keterangannya di pengadilan, bila mengabaikannya, 
maka menurut Pasal 224 KUHP, bahwa apabila diperlukan 
kesaksiannya oleh penyidik atau pengadilan dengan sengaja tidak 
menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus 
ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan 
memberikan keterangan keahliannya, dapat dikenakan perkara 
pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan 
atau dikenakan perkara lain dengan ancaman pidana penjara 
selama-lamanya 6 bulan. 
Jadi untuk dapat dikenakan Pasal 224 KUHP diatas, orang 
atau ahli tersebut telah dipanggil menurut undang-undang oleh 
hakim untuk menjadi saksi, baik dalam perkara pidana maupun 
dalam perkara perdata, dan dengan sengaja tidak mau memenuhi 
suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi. 
Di dalam Pasal 522 KUHP, bahwa barangsiapa menurut 
undang-undang dipanggil sebagai saksi tidak datang secara 
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melawan hukum, diancam dengan pidana denda, maka menurut 
R. Soesilo20, bahwa pengertian dari pasal tersebut, adalah 
dipanggil sebagai saksi dan sebagainya menurut undang-undang, 
artinya dipanggil untuk menjadi saksi dan sebagainya di muka 
pengadilan (hakim), jadi bukan di muka jaksa (penuntut umum) 
atau polisi (penyelidik/penyidik). 
Jadi apabila pada saat saksi dijemput dan akan dibawanya itu 
segan dan melawan dengan tenaga kepada petugas (polisi) yang 
akan membawanya, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan 
Pasal 212 KUHP, bahwa barang siapa dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang 
menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban 
undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi 
pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, 
dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana 
denda paling banyak Rp450.000,-. 
Demikian pula saksi ini dapat dikenakan meurut Pasal 216 
ayat (1) KUHP, bahwa barang siapa dengan sengaja tidak 
menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut 
                                                           
20
 R. Sosesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta penjelasan Pasal Demi 
Pasal, Pen. Politeaia, Bogor, 1981, hal. 291 
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undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, 
atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang 
diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, 
demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, 
mengahalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna 
menjalankan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang 
pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 
bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000,-. 
Saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah untuk hadir di 
persidangan, namun saksi menolak untuk hadir di persidangan 
atau menolak bersumpah atau berjanji tanpa alasan yang sah di 
depan sidang sebelum memberikan kesaksian atau keterangan, 
maka menurut Pasal 161 KUHAP, yaitu: 
1) Dalam hal saksi tanpa alasan yang sah menolak untuk 
bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap 
dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua 
sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan 
Negara paling lama 14 hari. 
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2) Dalam hak tenggang waktu penyanderaan tersebut telah 
lampau dan saksi tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan 
janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan 
keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. 
Demikian pula saksi yang telah memberikan keterangan palsu 
di persidangan, sebagaimana menurut Pasal 174 KUHAP, yaitu: 
1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua 
sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya 
supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan 
mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan 
kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. 
2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang 
karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau 
terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan 
untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah 
palsu. 
3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita 
acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi 
dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan 
saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani 
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oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan 
kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan 
undang-undang ini. 
4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam 
perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap 
saksi itu selesai. 
2. Keterangan Ahli 
a. Pengertian 
Di dalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang 
keterangan ahli, sebagai berikut: 
1) Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa keterangan ahli 
adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki 
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat 
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 
2) Menurut Pasal 186 KUHAP, bahwa keterangan ahli ialah apa 
yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. 
b. Hal-hal Mengenai Keterangan Ahli 
Pembahasan tentang hal-hal mengenai keterangan ahli adalah 
suatu gambaran akan pentingnya seorang ahli dalam memberikan 
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keterangan tentang suatu tindak pidana berdasarkan kemampuan 
atau keahlian dibidangnya. Hal ini sangat dimungkinkan atas 
keterbatasan pengetahuan penyidik atau penuntut umum dan 
hakim dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana tanpa 
keterangan ahli. 
Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu 
penyidikan terjadinya tindakn pidana menjadi sangat penting 
dalam semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap 
penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, maupun penyerahan 
berkas perkara kepada penuntut umum. Tanpa kehadiran seorang 
ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah akan 
dapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalami kesulitan 
dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana, terutama tindak 
pidana berdimensi tinggi seperti tindak pidana terror dengan bom, 
pembakaran/kebakaran, pencemaran lingkungan, computer, uang 
palsu, mutilasi. 
Seorang ahli yang memberikan keterangan tidak mesti harus 
menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu 
tindak pidana seperti saksi lainnya, akan tetapi dengan 
berdasarkan keahlian, keterampilan, pengalaman, maupun 
pengetahuan yang dimiliki dapat memberikan keterangan-
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keterangan tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta 
tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan 
pendapatnya untuk membantu membuat terangnya suatu perkara. 
3. Alat Bukti Surat 
Menurut Sudikno Mertokusumo21, bahwa alat bukti tertulis atau surat 
adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 
dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah 
pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. 
Demikian pula menurut Pasal 187 KUHAP, bahwa yang dimaksud 
dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c 
KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, 
adalah: 
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, 
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 
didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan 
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. 
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 
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 Andi Sofyan, op cit, hal. 284 
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termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya 
dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan. 
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. 
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan 
isi dari alat pembuktian yang lain. 
 
4. Alat Bukti Petunjuk 
Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud alat bukti petunjuk 
adalah: 
a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 
penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun 
dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi 
suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 
b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
diperoleh dari: 
1) Keterangan saksi 
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2) Surat 
3) Keterangan terdakwa 
c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam 
setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arfi dan 
bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh 
kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. 
5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa 
Menurut Pasal 189 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti 
berupa keterangan terdakwa adalah: 
a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri 
atau alami sendiri. 
b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan 
keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang 
mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 
c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 
sendiri. 
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d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, 
melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. 
Jadi berdasarkan Pasal 189 KUHAP, bahwa keterangan terdakwa 
harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya 
dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja. 
Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka 
keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya 
keterangan terdakwa satu dengan yang lain tidak boleh dijadikan alat 
bukti bagi terdakwa lainnya. 
Dalam hal keterangan terdakwa saja di dalam sidang, tidak cukup 
untuk membuktikan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu 
tindak pidana, tanpa didukung oleh alat-alat bukti lainnya. 
6.   Barang Bukti 
KUHAP hanya menjelaskan tentang alat bukti sebagaimana uraian di 
atas, namun pengertian barang bukti tidak dijelaskan, namun dalam HIR 
Pasal 63-67 disebutkan, bahwa barang-barang yang dapat dipergunakan 
sebagai bukti dapat dibagi atas: 
a. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana 
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b.  Barang yang merupakan produk peristiwa pidana 
c. Barang yang dipergunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa 
pidana 
d. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana 
Barang yang merupakan objek peristiwa pidana dapat dipergunakan 
sebagai barang bukti, selain itu dibedakan antara objek tidak bernyawa 
dan objek bernyawa. Demikian pula barang yang dipergunakan sebagai 
alat pelaksanaan peristiwa pidana dan barang yang terkait di dalam 
peristiwa pidana. 
Jadi barang-barang bukti sebagaimana disebutkan di atas adalah 
sebagai bagian dari pembuktian dalam suatu peristiwa pidana. 
C.Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana   
Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa 
ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang 
didakwakan. Sistem tersebut bervariasi menurut waktu dan tempat 
(negara).22 
Indonesia sama dengan Belanda dan Negara-negara Eropa 
Kontinental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti 
yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti di 
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 Andi Hamzah, op cit, hal. 249 
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Amerika Serikat dan Negara-negara Anglo Saxon. Di Negara-negara 
tersebut, belakang juri yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang 
menentukan salah tidaknya guilty or not guilty seorang terdakwa. 
Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana 
(sentencing). 
1. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (Conviction 
in Time) 
Dalam suatu sistem pembuktian, untuk menentukan bersalah 
atau tidaknya terdakwa, semata-mata berdasarkan dari keyakinan 
hakim saja; tidak menjadi masalah keyakinan tersebut diperoleh dari 
mana. Hakim hanya mengikuti hati nuraninya saja dan semua 
tergantung kepada kebijaksanaan hakim. Kesan hakim sangat 
subjektif untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak. 
Jadi putusan hakim dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat 
bukti yang diatur oleh undang-undang, padahal hakim sendiri 
hanyalah seorang manusia biasa. Tentunya dapat salah dalam 
menentukan keyakinan tersebut. Bisa saja terjadi suatu 
kesalahpahaman. Sistem pembuktian ini dahulu pernah dianut di 
Indonesia pada pengadilan listrik dan pengadilan kabupaten. 
2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif 
(Positief Wettelijke Bewijstheorie) 
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Suatu sistem pembuktian yang ditujukan untuk menentukan 
bersalah atau tidaknya terdakwa harus berpedoman pada prinsip 
pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. 
Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem Conviction in Time. Ke-
yakinan hakim dikesampingkan dalam sistem ini. Menurut sistem ini, 
undang-undang menetapkan secara limitatif mengenai alat-alat bukti 
yang boleh dipakai hakim dan cara-cara bagaimana hakim 
menggunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-
alat bukti sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai 
secara sah seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, hakim 
harus menetapkan keadaan sah terbukti meskipun mungkin hakim 
berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. 
Menurut D.Simmon, sistem ini berusaha untuk menyingkirkan 
semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim dengan 
ketat menurut peraturan-peraturan Pembuktian yang keras. Teori ini 
dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor dalam acara 
pidana. Hakim menurutnya seolah-olah hanya bersikap sebagai 
robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. 
Hakim hanya suatu alat perlengkapan pengadilan saja. 
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3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan 
yang Logis (La Conviction Raisonnee) 
Menurut teori sistem pembuktian ini, peranan keyakinan hakim 
sangat penting. Namun, hakim baru dapat menghukum seorang 
terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang 
bersangkutan terbukti kebenarannya. Keyakinan tersebut harus 
disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu 
rangkaian pemikiran (logika). Hakim wajib menguraikan dan 
menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas 
kesalahan terdakwa. Alasan tersebut harus benar-benar bisa 
diterima oleh akal. Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat 
bukti tertentu, tetapi tidak ditetapkan oleh undang-undang. 
Banyaknya alat bukti yang digunakan untuk menentukan bersalah 
atau tidaknya terdakwa merupakan wewenang hakim sepenuhnya. 
Tentu saja hakim harus bisa menjelaskan alasan-alasan mengenai 
putusan yang diambilnya. 
4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif 
(Negatief Wettelijke Bewijstheorie) 
Sistem ini dapat dikatakan merupakan penggabungan antara 
sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan 
sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim belaka. Sistem 
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pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan 
suatu sistem keseimbangan antara sistem yang saling bertolak 
belakang secara ekstrim. Sistem pembuktian ini 'mengakomodasi' 
sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan 
sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka sehingga 
perumusan dari hasil penggabungan ini berbunyi: "salah tidaknya 
seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan 
kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sari menurut undang-
undang.23  
 
D. Fungsi Pembuktian dalam Tindak Pidana 
Ada suatu perbedaan yang tajam antara pembuktian dalam hukum 
acara pidana dan pembuktian dalam hukum acara perdata. Di samping 
perbedaan tentang jenis alat bukti, terdapat juga perbedaan tentang 
sistem pembuktian. Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal 
dengan "sistem negatif" (negatief wettelijk bewijsleer), di mana yang 
dicari oleh hakim adalah, kebenaran yang materil, sedangkan 
dalam_hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian positif (positief 
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 Edmon Makarim ,Pengantar Hukum Telematika, suatu kompilasi kajian, PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2005 hal 452-454. 
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wettelijk bewijsleer), di mana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran 
yang formal.24 
Yang dimaksud dengan sistem negatif, yang merupakan sistem 
yang berlaku dalam hukum acara pidana, adalah suatu sistem 
pembuktian di depan pengadilan. Agar suatu pidana dapat dijatuhkan 
oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu: 
• alat bukti yang cukup dan 
• keyakinan hakim. 
Dengan demikian, tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk 
menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka. Sebaliknya, meskipun 
hakim sudah cukup yakin akan kesalahan tersangka, jika tidak tersedia 
alat bukti yang cukup, pidana belum dapat dijatuhkan oleh hakim. 
Sistem pembuktian negatif ini diakui berlakunya secara eksplisit 
oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melalui Pasal 183. 
Selengkapnya, Pasal 183 tersebut menyatakan sebagai berikut: 
"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."  
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  Munir fuady , Teori hukum pembuktian pidana & perdata , PT Citra Aditya Bakti, 
Bandung 2012 hal 2. 
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Sistem pembuktian negatif dalam sistem pembuktian pidana 
diberlakukan karena yang dicari oleh hakim-hakim pidana adalah suatu 
kebenaran materil (materiele waarheid).25 
Seperti telah disebutkan bahwa karena dalam sistem pembuktian 
perdata beriaku sistem positif, maka yang dicari oleh hakim adalah suatu 
kebenaran formal sehingga jika alat bukti sudah mencukupi secara 
hukum, hakim harus memercayainya sehingga unsur keyakinan hakim 
dalam sistem pembuktian perdata tidak berperan. 
Sebenarnya, di samping sistem negatif (dalam pembuktian pidana) 
dan sistem positif (dalam pembuktian perdata), masih ada sistem 
pembuktian lain lagi yang disebut dengan sistem pembuktian semata-
mata keyakinan hakim (bloot gemoedelijkke overtuiging), yaitu suatu 
sistem pembuktian yang semata-mata mengandalkan keyakinan hakim, 
yang berarti jika sudah ada keyakinan hakim, suatu masalah dianggap 
terbukti meskipun alat buktinya tidak cukup membuktikan. Sistem 
pembuktian yang terlalu berpegang pada unsur keyakinan hakim seperti 
ini tidak dianut dalam sistem hukum Indonesia.26 
Di samping alasan-alasan tersebut di atas, terdapat pula berbagai 
kelemahan lainnya dari alat bukti tersebut, baik dalam bidang hukum 
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 Ibid ,hal 2 
26
 Ibid , hal 3 
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pidana maupun dalam bidang hukum perdata, yang menyebabkan 
pencarian keadilan tidak selamanya dapat direalisasi. Kelemahan-
kelemahan tersebut, misalnya, sebagai berikut: 
1. Alat bukti yang palsu. 
2. Alat bukti yang hanya menghasilkan prasangka atau dugaan saja. 
3. Kebohongan/kelicikan. 
4. Keterbatasan para pihak untuk membuktikan. 
5. Keterbatasan hakim dalam menafsirkan penggunaan dari alat            
bukti. 
6. Mafia peradilan.                                                            
Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat 
bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan 
beberapa syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti. 
2. Reability, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya 
(misalnya, tidak palsu). 
3. Necessity, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk 
membuktikan suatu fakta. 
4. Relevance, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan 
fakta yang akan dibuktikan. Di samping itu, jika dilihat dari segi 
kedekatan antara alat bukti dan fakta yang akan dibuktikannya, 
terdapat dua macam alat bukti, yaitu sebagai berikut: 
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1. alat bukti langsung dan 
2. alat bukti tidak langsung. 
Yang dimaksud dengan alat bukti langsung (direct evidence) adalah 
alat bukti di mana saksi melihat langsung fakta yang akan dibuktikan 
sehingga fakta tersebut terbukti langsung (dalam satu tahap saja) 
dengan adanya alat bukti tersebut. 
Adapun yang dimaksud dengan alat bukti tidak langsung (indirect 
evidence) atau yang disebut juga dengan alat bukti sirkumstansial 
adalah suatu alat bukti di mana antara fakta yang terjadi dan alat  
bukti tersebut hanya dapat dilihat hubungannya setelah ditarik 
kesimpulan-kesimpulan tertentu. 
Contoh dari alat bukti langsung adalah manakala saksi melihat 
langsung bahwa si pelaku kejahatan mencabut pistolnya dan 
menembak ke arah korban, saksi mendengar bunyi letusan, dan 
kemudian melihat langsung korban terkapar. 
Sedangkan contoh dari bukti tidak langsung (bukti sirkumstansial) 
adalah manakala di tempat kejadian, saksi untuk kasus pembunuhan 
melihat korban tersungkur dengan darah di perutnya, dan di dekatnya 
terlihat ter-sangka memegang pisau yang berlumuran darah, dan 
kemudian pe-laku melarikan diri. Jadi, saksi sebenarnya tidak melihat 
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dengan matanya sendiri tentang proses terjadinya pembunuhan 
tersebut, tetapi dari keterangan dalam kesaksiannya, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa korban dibunuh oleh tersangka dengan pisau. 
E. Alat Bukti Elektronik (Electronic Evidence) 
Di Indonesia ada perkembangan dalam sistem hukum pembuktian 
khususnya yang menyangkut dengan pembuktian elektronik, setelah 
keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (“UU ITE”) memberikan penegasan bahwa Informasi 
Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat 
bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang 
sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. 
 Untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu 
memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana diatur 
dalam UU ITE. Dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan 
keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas 
alat bukti elektronik.27  
Perlu ditegaskan di sini bahwa apabila Informasi Elektronik dan 
Dokumen Elektronik telah memenuhi persyaratan formil dan materil 
                                                           
  27  Fuady, Munir, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Bandung: PT Aditya Citra 
Bakti, 2012 hal. 168 
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sebagaimana diatur dalam UU ITE maka hasil cetaknya pun sebagai alat 
bukti surat juga sah. Akan tetapi apabila informasi dan dokumen elektronik 
tidak memenuhi persyaratan formil dan materil UU ITE maka hasil cetaknya 
pun tidak dapat sah. Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan 
pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas. 
Adapun keterangan mengenai Closed Circuit Television (CCTV) sebagai 
berikut : 
1. Kamera CCTV ( Closed Circuit Television ) 
Kamera CCTV ini berfungsi sebagai alat pengambil gambar, ada beberapa 
tipe  kamera yang membedakan dari segi kualitas, penggunaan dan 
fungsinya 2 hal yang paling utama adalah, kamera CCTV analog dan 
Camera CCTV Network dimana kamera analog menggunakan satu solid 
kable untuk setiap kamera yang berarti, setiap kamera akan harus 
terhubung ke DVR atau system secara langsung sedangkan Camera 
Network atau yang  biasa di sebut IP Kamera, bisa menggunakan jejaring 
yang berarti akan menghemat dari segi installasi karena network bersifat 
pararel dan bercabang tidak memerlukan satu kabel khusus untuk tiap 
kamera dalam pengaksesannya. 
2. DVR  (Digital Video Recorder) 
(Digital Video Recorder). DVR ini adalah sistem yang digunakan oleh 
kamera CCTV untuk merekam semua gambar yang dikirim oleh kamera 
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dalam sistem ini banyak fitur yang bisa kita manfaatkan untuk pelengkap 
keamanan, salah satunya adalah merekam semua kejadian dan hasil 
rekaman ini yang biasa digunakan di dalam peradilan untuk membuktikan 
suatu kejadian dalam sebuah sistem kamera, jumlah dan kualitas rekaman 
akan ditentukan oleh DVR ini28  
Dan manfaat dari kamera CCTV itu sendiri ialah : 
a. Detterance/Faktor pencegahan, pelaku kriminal seringkali mengurungkan 
niat apabila sasaran memiliki kamera CCTV. 
b. Monitoring/Pemantauan, sistem CCTV berguna untuk memonitor keadaan 
dan kegiatan di rumah/tempat usaha anda dimanapun anda berada. 
c. Intensify/Peningkatan kinerja, dengan adanya sistem CCTV terbukti 
meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan. 
d. Investigation/Penyelidikan, sistem CCTV berguna untuk menunjang 
penyelidikan tindak kejahatan yang telah terjadi video. 
e. Evidence/Bukti, hasil rekaman CCTV dapat dijadikan bukti tindak 
kejahatan/criminal.29 
3. Surat Elektronik atau E-mail 
Surat elektronik atau Electronic Mail yang sering disingkat dengan e-mail 
adalah salah satu fasilitas di internet yang begitu populer dan merupakan 
fasilitas yang paling awal dikembangkan di internet dengan menyusun, 
mengirimkan, membaca, membalas, dan mengelola pesan secara elektronis 
dengan mudah, cepat, tepat, dan aman. Surat Elektronik atau E-mail ini 
                                                           
28
 Wikipedia, 2014, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_sirkuit_tertutup [ 
Minggu, 24 Maret 2014, pkl 23.45]. 
29
 Ibid. wikipedia 
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dapat diakses dengan menggunakan media komputer maupun lewat 
handphone yang memiliki fasilitas fitur internet connection serta perangkat 
smartphone.30 
4. Tape Recorder dan Telpon Seluler 
Tape recorder adalah merupakan alat perekam suara yang digunakan 
oleh masyarakat luas pada saat era kepopulerannya dalam merekam suara 
secara penggubah listrik signal yang kemudian di tamping dalam medan 
magnet. Telpon seluler, handphone atau disebut pula adalah perangkat 
telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama 
dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana 
mana (portabel, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan 
telepon menggunakan kabel (nirkabel; wireless).31 
a. Kamera CCTV sebagai alat bukti   
 Di masa lalu alat bukti yang dapat diterima di Pengadilan 
terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti 
yang dapat dilihat dan diraba. Dalam konteks Indonesia, alat 
bukti yang diperkenankan secara pidana diatur dalam pasal 184 
KUHAP yaitu alat bukti saksi, saksi ahli, keterangan, surat dan 
petunjuk. Namun seluruh alat bukti yang disebutkan dalam 
KUHAP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik.Secara 
                                                           
30
 http://carapedia.com/pengertian_definisi_mail_info2168.html. [sabtu, 5 april 2014, 
pkl.13.45] 
31
    http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam [sabtu, 5 April 2014, pkl. 19.58]. 
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keperdataan juga tidak jauh berbeda. Sebagaimana kita ketahui 
alat-alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata Indonesia 
diatur dalam HIR (Herzens Indonesisech Reglement) yaitu alat 
bukti yang berupa naskah otentik, keterangan saksi, pengakuan 
dan persangkaan oleh hakim. 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat 
di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer telah menghasilkan 
konvergensi dalam aplikasinya. Konsekuensinya, terjadi pula 
konvergensi dalam peri kehidupan manusia. Dalam perkembangan 
selanjutnya melahirkan paradigma, tatanan sosial serta sistem nilai 
baru. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi 
semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi 
digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. Sistem 
elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan system 
informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang 
berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang  berfungsi 
merancang, memproses, menganalisa menampilkan dan mengirimkan 
atau menyebarkan informasi elektronik.  Sistem informasi secara 
teknis dan fungsional adalah keterpaduan system antara manusia dan 
mesin yang mencakup fungsi input, process, output, storage dan 
communication. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan 
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terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi 
kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu.  
Sebagai contoh, untuk mengatur sejauh mana kekuatan 
pembuktian dari suatu dokumen elektronik, file atau video elektronik 
yang dapat dikatakan kamera CCTV dalam bentuk fisiknya tersebut, 
yang dewasa ini sudah sangat banyak dipergunakan dalam praktik 
kehidupan sehari-hari. Dalam hal  ini, posisi hukum pembuktian seperti 
biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga dibutuhkan 
jalan-jalan kompromitis. Di satu pihak, agar hukum selalu dapat 
mengakui perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan 
hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk 
berfungsi sebagai alat bukti di dalam pengadilan. Namun untuk 
memenuhi syarat dalam pembuktian tersebut, penulis bermaksud akan 
menjelaskan apa jenis data elektronik yang akan dibahas  lebih lanjut 
masuk ke dalam alat bukti tersebut. Berdasarkan dari manfaat 
kegunaan kamera CCTV tersebut dalam aplikasi kehidupan sehari-hari 
tentunya sudah menjadi suatu kebutuhan saat ini dan tentunya 
kecanggihan dari alat elektktonik tersebut sudah menjadi suatu 
kebutuhan pelengkap dalam sidang peradilan dalam membuktikan 
suatu kejadian-kejadian yang terekam dalam kamera CCTV tersebut 
yang kemudian tersimpan dalam data DVR untuk dapat diperlihatkan, 
ditonton/disaksikan, namun peran dari kamera CCTV itu sendiri akan 
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diteliti terlebih dahulu dalam perkara kasus No. Putusan 
1173/Pid.B/Pn.Mks, maka diperlukan pula untuk mengetahui 
keabsahan dalam CCTV itu sendiri. Keabsahan itu sendiri ialah 
mengacu pada suatu bentuk pengakuan tentang sesuatu yang diyakini 
benar, legal dan sah. Keabsahan adalah sesuatu yang legal menurut 
UU dan tidak ada suatu keraguan didalamnya. Terhadap pengujian 
bukti pemeriksaan harus dilakukan terhadap bukti yang cukup, 
kompeten dan relevan. Bukti pemeriksaan disebut “cukup”, jika 
substansi yang dimuat dalam alat  bukti tersebut dianggap sudah 
memenuhi syarat untuk mendukung temuan pemeriksaan.  
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         BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Jaksa pada  Kejaksaan 
Negeri Makassar.  
2. Sampel 
Adapun responden yang dipilih adalah sebanyak 6 orang dengan 
perincian sebagai berikut : 
1. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 3 orang 
2. Jaksa Kejaksaan Negeri  Makassar 3 orang. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang diperoleh ada dua macam : 
a) Data primer, berupa data yang diperoleh dengan mengadakan 
wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak 
yang terkait dengan pembahasan skripsi yang penulis angkat. 
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b) Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari bahan 
dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang telah ada yang 
berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang diperoleh penulis bersumber dari : 
a. Sumber data primer, yang diperoleh dari penelitian 
lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan 
secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. 
b. Sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian 
kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan mempelajari tulisan ilmiah, peraturan 
perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang 
telah ada dan terkait dengan materi yang akan di bahas 
oleh penulis. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan 
penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan sebagai berikut : 
1. Teknik wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung melalui 
tanya jawab yang dilakukan dengan wawancara tidak berstruktur untuk 
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mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan penulisan 
skripsi ini. 
2. Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang 
berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 
3. Teknik Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang 
memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, 
dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa 
terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah 
ada. Dengan menggunakan kuesioner, analis berupaya mengukur apa 
yang ditemukan dalam wawancara, selain itu juga untuk menentukan 
seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam 
suatu wawancara. 
E. Analisis Data 
Dari data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisis 
secara kualitatif dan kemudian akan dideskriptifkan, data kualitatif diolah dan 
dianalisis secara normatif empiris dengan melakukan pendekatan normatif, 
melalui logika berfikir formal dan argumentatif dalam proses penyimpulan 
deduktif induktif serta melihat hubungan antar fenomena mengenai 
permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Hal ini dimaksudkan 
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untuk memperoleh gambaran yang jelas berkaitan dengan pembahasan yang 
penulis bahas.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Kedudukan Closed Circuit Television dalam Sidang Peradilan 
Pidana 
 
Pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses 
pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib 
terdakwa. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana 
akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan 
perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai 
keyakinan hakim, padahal hal tersebut tidak benar. Oleh karena itu hakim 
harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan memepertimbangkan nilai 
pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan 
perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara 
pidana. Suatu kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan 
kekuatan pembuktian yang terdapat pada setiap alat bukti yang ditemukan. 
Jika tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas dan orang yang tidak 
bersalah mendapat hukuman. Untuk inilah maka hukum acara pidana 
bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Pembuktian adalah ketentuan-
ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang 
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dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan 
kepada terdakwa.32  
Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam 
sidang pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur 
alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan 
hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Oleh karena itu dalam 
KUHAP Pasal 184 Ayat 1 mengenai alat bukti yang sah yakni terdiri dari : 
1. Keterangan Saksi 
2. Keterangan Ahli 
3. Surat 
4. Petunjuk 
5. Keterangan Terdakwa 
 
Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena 
membuktikan kesalahan terdakwa karena mencari kebenaran materiil itu 
tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat 
relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. 
Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Penyaksian 
                                                           
  
32
 Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan 
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2012, hal. 273 
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suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-
beda. 
Sehubungan dengan itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang sangat pesat di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer telah 
menghasilkan konvergensi dalam aplikasinya. Konsekuensinya, terjadi pula 
konvergensi dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangan selanjutnya 
melahirkan paradigma, tatanan sosial serta sistem nilai baru. Seiring dengan 
perkembangan masyarakat dan teknologi semakin lama manusia semakin 
banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi 
antara sesamanya. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan 
keberadaan sIstem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi 
yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang  berfungsi 
merancang, memproses, menganalisa menampilkan dan mengirimkan atau 
menyebarkan informasi elektronik.  Sistem informasi secara teknis dan 
fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang 
mencakup fungsi input, process, output, storage dan communication.  
Berdasarkan dari manfaat kegunaan kamera CCTV tersebut dalam 
aplikasi kehidupan sehari-hari tentunya sudah menjadi suatu kebutuhan saat 
ini dan tentunya kecanggihan dari alat elektronik tersebut sudah menjadi 
suatu kebutuhan pelengkap atau pendukung dalam sidang peradilan dalam 
membuktikan suatu kejadian-kejadian yang terekam dalam kamera CCTV 
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tersebut yang kemudian tersimpan dalam data DVR untuk dapat 
diperlihatkan, ditonton/disaksikan.  
Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap 
hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan 
perkembangan masyarakat seperti itu. Sebagai contoh, untuk mengatur 
sejauh mana kekuatan pembuktian dari suatu dokumen elektronik, file atau 
video elektronik yang dapat dikatakan kamera CCTV dalam bentuk fisiknya 
tersebut, yang dewasa ini sudah sangat banyak dipergunakan dalam praktik 
kehidupan sehari-hari. Dalam hal  ini, posisi hukum pembuktian seperti 
biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga dibutuhkan cara 
kompromitis. Di satu pihak, agar hukum selalu dapat mengakui 
perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum terhadap 
berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat 
bukti di dalam pengadilan 
Seperti yang terjadi pada perkara di Pengadilan Negeri Makassar 
No. Putusan 1173/Pid.B/Pn.Mks tentang pencurian, berdasarkan dari hasil 
penelitian yang penulis lakukan yang salah satu alat bukti pendukung yang 
diberikan Kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana pencuriannya dengan 
menggunakan Kemera CCTV. Dalam perkara tersebut untuk mengungkap 
tindak pidana pencuriaanya dan untuk memperkuat keterangan saksi dan alat 
bukti yang lain berupa benda yang telah diambilnya, CCTV memberikan 
gambaran yang jelas dan terperinci atas terjadinya tindak pidana di lokasi 
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yang dimana keterangan saksi tidak begitu jelas melihat terdakwa melakukan 
perbuatan tindak pidana. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Fakhrul 
Faisal33, berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 20 Mei 2014, yakni : 
“Rekaman CCTV merupakan salah satu dari alat bukti yang 
dipergunakan sebagai penunjang dalam mengungkap suatu tindak 
pidana, akan tetapi terlebih dahulu melihat keterangan saksi, surat, 
atau keterangan ahli pada setiap perkara tindak pidana” 
 
Hal senada seperti yang dikemukakan Andi Armasari34, berdasarkan hasil 
wawancara penulis, yakni; 
“Rekaman CCTV membantu dalam pembuktian tindak pidana yang 
dimana tersangka tidak mau mengakui perbuatan terdakwa 
meskipun sudah ditunjukan alat bukti lain, oleh kerana itu Rekaman 
CCTV memberikan gambaran yang jelas atas tindak pidana yang 
dilakukan” 
 
Tujuan Hukum Acara Pidana menurut Pedoman Pelaksanaan 
KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah untuk mencari dan 
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah 
kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 
menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan 
tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan 
suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan 
                                                           
33 Fakhrul Faisal,S.H.  Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar. 
34 Andi Armasari,S.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar. 
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putusan. Oleh karena itu, manfaat dari kamera CCTV itu sendiri terdiri dari ; 
Detterance / Faktor pencegahan, pelaku kriminal seringkali mengurungkan 
niat apabila sasaran memiliki kamera CCTV. Monitoring / Pemantauan, 
sistem CCTV berguna untuk memonitor keadaan dan kegiatan di 
rumah/tempat usaha anda dimanapun anda berada. Intensify / Peningkatan 
kinerja, dengan adanya sistem CCTV terbukti meningkatkan kinerja karyawan 
secara signifikan. Investigation / Penyelidikan, sistem CCTV berguna untuk 
menunjang penyelidikan tindak kejahatan yang telah terjadi video. Evidence / 
bukti, hasil rekaman CCTV dapat dijadikan bukti tindak kejahatan / Criminal35, 
akan tetapi penggunaan rekaman CCTV tidak dapat berdri sendiri dalam 
pembuktian, harus ditunjang dengan alat bukti yang lain dalam pembuktian di 
Persidangan.  
Seperti yang dikemukakan Andi Astara 36 yakni : 
“ Pembuktian dibagi atas 2 hal , tindak pidana umum dan tindak 
pidana  khusus, pada tindak pidana umum telah diatur dalam 
KUHP oleh karena itu pembuktian CCTV harus didukung 
dengan alat bukti lain kemudian bisa dijadikan pegangan untuk 
menghukum terpidana, beda halnya dengan tindak pidana 
khusus seperti Narkotika pembuktiaan CCTV dapat berdiri 
sendiri karena telah diatur dalam Undang-undang tentang 
narkotika 
 
Oleh karena itu, Tindakan penyidikan menempati posisi yang tidak dapat 
diabaikan. Kekuasaan dan kewenangan (power and authority) polisi sebagai 
                                                           
  35  http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam [sabtu, 5 April 2014, pkl. 19.58] 
36 Andi Astara, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar. 
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penyidik luar biasa penting dan sangat sulit, lebih-lebih yang di Indonesia. 
Wewenang polisi untuk menyidik merupakan hal yang tidak mudah dan 
sangat sulit. Penyidikan yang dilakukan tentu diarahkan kepada pembuktian, 
sehingga tersangka dapat dituntut kemudian dipidana. Demikian pula dengan 
hasil dari penyidikan yang telah dilakukan terhadap suatu kasus yang 
dituangkan dalam berita acara penyidikan, tentunya bisa diharapkan berguna 
bagi pemeriksaan berikutnya. Penyidikan telah diarahkan pada proses 
pembuktian nantinya di persidangan, maka dalam penyidikan merupakan 
langkah awal pemeriksaan yang mana akan digunakan sebagai bahan bagi 
pihak yang berkepentingan selanjutnya, yaitu penuntut umum, hakim, 
maupun terdakwa itu sendiri atau penasehat hukumnya. Oleh karena itu 
dalam tahap penyelidikan dan penyidikan diharapkan bisa difungsikan secara 
maksimal. Sehingga hasil dari penyidikan yang dilakukan dapat digunakan 
dan berisi secara lengkap dan adanya cukup bukti untuk melanjutkan ke 
tingkat berikutnya. 
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B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana 
dengan menggunakan Kamera CCTV 
a. Kendala Hukum 
 
Data dalam CCTV harus dalam Keadaan "Status Quo", yaitu 
membiarkan keadaan yang sekarang seperti keadaan yang sebelumnya. 
Dengan kata lain masih  dalam keadaan asli (orisinil). Tujuan dari prinsip 
status quo tersebut dimaksudkan  agar data rekaman CCTV  hasil dari tindak 
pidana tidak ada atau terhindar dari pengeditan. Apabila penyidik mampu 
mempertahankan "status quo" ini hingga diputusnya suatu tindak pidana di 
pengadilan atau pada saat suatu perkara  dinyatakan sudah selesai, penyidik 
baru dapat membuka isi data hasil rekaman CCTV pada publik, yang 
sebelumnya tidak akan membuka data tersebut pada publik demi menjaga 
kerahasiaan dan keaslian alat bukti hasil rekaman CCTV. Karena, jika 
publikasi data hasil rekaman CCTV ini dilakukan pada saat proses hukum 
berlangsung ditakutkan keasliannya akan direkayasa atau di edit oleh pihak 
lain. Jika terjadi rekayasa ini oleh pihak lain ditakutkan akan berpengaruh  
pada perbuatan saling klaim atas alat bukti yang dianggap benar oleh pihak 
lain atau pihak luar selain penyidik.  
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Syarat ini sangat penting bagi penyidik dalam mengumpulkan bukti-
bukti telah terjadinya sebuah tindak pidana. Jika dikaitkan mengenai unsur 
alat bukti petunjuk menurut Adami Chazawi37 
a) Unsur pertama, adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang 
bersesuaian;  
b) Unsur kedua, ada 2 (dua) persesuaian, ialah: Bersesuaian antara 
masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang 
lain, maupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, dan atau 
keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan;  
c) Unsur ketiga, dengan adanya persesuaian yang demikian itu 
menandakan (menjadi suatu tanda) atau menunjukkan adanya 2 
(dua) hal in casu kejadian, ialah: Pertama, menunjukkan bahwa 
benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan kedua, menunjukkan 
siapa pembuatnya.  
  
Jika melihat dari ketiga unsur tersebut, maka persyaratan "status 
quo" yang disyaratkan oleh Hakim dari kota Makassar ini menjurus pada 
unsur alat bukti petunjuk. Menurut peneliti, "status quo" digunakan dalam 
pemenuhan unsur alat bukti petunjuk yang kedua mengenai harus adanya 
kesesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu 
                                                           
  37  Adami Chazawi. 2011. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Malang: Bayumedia 
Publishing.Hlm. 49-50   
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dengan yang lain atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan. 
Data hasil rekaman CCTV harus dalam keadaan seperti aslinya guna dapat 
dilihat bahwa perbuatan tindak pidana itu dapat dibuktikan dengan adanya 
hasil rekaman CCTV. CCTV diperoleh dari pihak netral, bahwa dalam 
penyerahan alat bukti CCTV diharuskan tidak adanya hubungan antara pihak 
pemberi CCTV dengan pihak pelaku, maupun korban.  
Seperti yang dikemukakan Frangkit Tambuwun38, dalam wawancara yang 
dilakukan penulis yakni: 
“Kami selaku hakim tinggal melihat proses dalam peradilan berupa 
keterangan saksi dan alat-alat bukti lain seperti yang mempergunakan 
alat bukti CCTV kami hanya mempertimbangkan alat bukti tersebut 
sebagai bukti penunjang sehingga lebih dititik beratkan kepada 
kepolisian dan kejaksaan dalam proses penyidikan dalam 
pengungkapannya” 
 
Rekaman CCTV yang diperoleh dari pihak netral dipercayai 
terhindar dari adanya rekayasa video yang dibuat oleh pihak pelaku tindak 
pidana maupun korban. Data hasil rekaman CCTV yang diperoleh tidak boleh 
dari pihak pelaku tindak pidana atau korban, karena ditakutkan oleh penyidik 
bahwa telah terdapat rekayasa. Rekayasa ini dapat dimisalkan dengan 
adanya delik aduan oleh pihak yang dirugikan. Delik aduan atau pengaduan 
menurut pasal 1 angka 25 KUHAP adalah pemberitahuan disertai permintaan 
oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk 
menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana 
                                                           
38 Frangkit Tambuwun, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negari Makassar 
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aduan yang merugikannya. Delik aduan apabila diadukan oleh pihak korban 
dapat membuat rekayasa video yang ditujukan untuk menjatuhkan pihak 
lawan yang sebenarnya pihak lawan tidak melakukan suatu tindak pidana. 
Biasanya motif seperti ini didasarkan atas rasa tidak suka atau benci 
terhadap orang lain. Pihak yang seolah-olah bertindak sebagai korban ingin 
membuat lawannya terkena sanksi pidana.  
Menurut Moeljatno, untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi 
unsur:39 
a) Adanya perbuatan (manusia).  
b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini 
merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 (1) 
KUHP).  
c) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait 
dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam 
fungsinya yang negatif).  
 
Hal senada seperti yang dikemukakan Joni Simanjuntak40, dalam wawancara 
yang dilakukan yakni : 
                                                           
  
39
  Tongat. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. 
Malang: UMM Pers.Hlm. 96-97   
  
40
 Joni Simanjuntak S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar. 
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“peran Kepolisian dan Kejaksaan disini yang paling berperan dalam 
memeriksa keaslian setiap alat-alat bukti yang ada, oleh kerana itu kami 
menekankan kepada Kepolisian dan Kejaksaan dalam menyidik tindak 
pidana yang menggunakan alat bukti CCTV sehingga tidak merugikan 
salah satu pihak”  
 
Sehubungan dengan itu, kendala yang hukum yang bisa dihadapi 
yakni, jarak waktu penyerahan data CCTV dengan waktu terjadinya tindak 
pidana tidak boleh terlalu lama, jarak waktu penyerahan data CCTV adalah 
waktu dimana data CCTV jatuh ke tangan Penyidik yang harus sesegera 
mungkin atau berdekatan dengan waktu terjadinya tindak pidana. Apabila 
penyerahan data CCTV ini lama dikhawatirkan sudah ada perubahan pada 
data CCTV tersebut yang sudah tidak "status quo" lagi. Dianggap lama 
apabila suatu tindak pidana telah lebih dulu diketahui masyarakat luas 
sebelum penyidik menerima alat bukti CCTV tersebut. Penyebaran 
masyarakat luas dalam hal ini melibatkan publikasi melalui media masa, 
online, atau berita televisi. Sehingga CCTV tersebut telah jatuh ketangan 
media yang menjadi publikasi. Serta perlunya penggunaan teknologi belum 
dimasukan dalam KUHAP sehingga penggunaan teknologi (CCTV) sebagai 
alat bukti yang sah dikarenakan selama ini penggunaan CCTV dan alat 
teknologi lain hanya menjadi pendukung bagi alat bukti yang sah (Keterangan 
Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa) 
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b. Kendala Non Hukum 
 
CCTV tidak lepas dari adanya kekurangan dan keterbatasan yang 
menjadi kendala bagi penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana. 
kendala yang kadang menjadi masalah berdasarkan hasil peneltian adalah 
hasil rekaman CCTV telah mengalami editing, Editing disini yang dimaksud 
adalah dapat berupa pengurangan atau penambahan terhadap data hasil 
rekaman CCTV yang dilakukan oleh pihak pelaku tindak pidana maupun 
korban.  
Editing video ini merupakan hal yang mudah dilakukan, mengingat 
saat ini banyak jasa penyedia editing video. Editing yang dilakukan oleh 
pelaku tindak pidana biasanya dapat berupa penghilangan jejak atau 
kesamaan ciri-ciri pelaku dengan dirinya. Dengan demikian pelaku dapat 
menghindar dari tuntutan hukum. Seperti yang dikemukakan H. Zulkarnaen41, 
dari hasil wawancara penulis, yakni: 
“Setiap alat bukti dari perkara tindak pidana yang dilimpahkan 
kepada Kejaksaan, berupa rekaman CCTV kami selalu meminta 
orginal soft copy dari penyidik Kepolisian, hal ini dimaksudkan agar 
menghindari editing dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 
yang dapat merugikan salah satu pihak demi  menegakkan rasa 
keadilan masyarakat”.  
 
Sehubungan dengan itu, gambar hasil rekaman CCTV tidak jelas, 
Closed Circuit Television (CCTV) diciptakan dengan kualitas yang berbeda-
                                                           
41 H. Zulkarnaen, S.H. M.H. Kasipidum Kejaksaan Negeri Makassar. 
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beda sesuai dengan harga, merk, dan tipe masing-masing. Kualitas suatu 
kamera CCTV tidak hanya dipengaruhi oleh kamera CCTV itu sendiri. 
Melainkan dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain dari luar, seperti pada 
letak pemasangan kamera CCTV sudah tepat untuk mengawasi obyek atau 
belum, dan disebabkan oleh kualitas pencahayaan yang masuk kedalam 
obyek yang direkam. Seperti yag dikemukakan Andi Armasari42 dalam 
wawancara yang dilakukan penulis, yakni: 
“ dalam perkara No.1173/Pid. B/2013/PN. MKs, rekaman dari CCTV 
pada tindak pencurian tersebut hasil gambar tersebut tidak jelas 
akan tetapi hasil rekaman tersebut dikuatkan melalui keterangan 
saksi yang mengetahui jelas pelaku tindak kejahatan.”  
 
Sehubungan dengan itu, kendala yang biasa dihadapi juga dalam 
penggunaan rekaman CCTV, menurut Andi Hamzah43 yakni ; CCTV tidak 
merekam secara penuh, Dalam artian bahwa hasil rekaman CCTV tersebut 
tidak sepenuhnya merekam kejadian tindak pidana secara penuh pada saat 
kejadian itu berlangsung. Hal seperti ini dapat disebabkan oleh faktor dari 
luar dan dari dalam CCTV itu sendiri. Faktor dari luar dapat disebabkan oleh 
pelaku yang merusak sambungan CCTV, dapat dengan mematikan 
sambungan listrik atau merusak kamera CCTV yang sedang merekam 
terjadinya suatu tindak pidana. Putusnya sambungan listrik juga dapat terjadi 
secara tiba-tiba diluar tindakan pelaku tindak pidana, melainkan karena 
                                                           
42 Andi Armasari, S.H.  Jaksa Kejaksaan Negeri Makassar 
43 Andi Hamzah. 1996. Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer (edisi ke-2). Jakarta. Sinar 
Grafika. Hal. 70  
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putusnya sambungan listrik dari pusat Perusahaan Listrik Negara (PLN). 
Faktor dari dalam CCTV dapat disebabkan karena memori penyimpanan 
CCTV atau disebut dengan DVR yang terbatas/penuh sehingga 
menyebabkan rekamannya tidak tersimpan secara penuh, selain itu juga 
kapasitas penyimpanan CCTV yang penuh akan secara otomatis menghapus 
seluruh data video sebelumnya dan akan kembali melakukan perekaman 
ulang untuk selanjutnya secara berkala. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah 
dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam 
sidang pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang 
mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang 
boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang 
didakwakan. Oleh karena itu dalam KUHAP Pasal 184 Ayat 1 
mengenai alat bukti yang sah yakni terdiri dari Keterangan Saksi, 
Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. 
Sehubungan dengan itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang sangat pesat di bidang telekomunikasi yang salah 
satunya yaitu kemajuan teknologi dalam Kamera CCTV yang 
menjadi suatu kebutuhan pelengkap atau pendukung dalam 
sidang peradilan dalam membuktikan suatu kejadian-kejadian 
yang terekam dalam kamera CCTV tersebut yang kemudian 
tersimpan dalam data DVR untuk dapat diperlihatkan, 
ditonton/disaksikan.  Dalam hal  ini, posisi hukum pembuktian 
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seperti biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga 
dibutuhkan cara kompromitis. Di satu pihak, agar hukum selalu 
dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi, perlu 
pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan 
teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di dalam 
pengadilan. Seperti yang terjadi pada perkara di Pengadilan 
Negeri Makassar No.1173/PID.B/2017/PN.MKS tentang 
pencurian,  yang salah satu alat bukti pendukung yang diberikan 
Kejaksaan untuk mengungkap tindak pidana pencuriannya 
dengan menggunakan Kemera CCTV. Dalam perkara tersebut 
untuk mengungkap tindak pidana pencuriaanya dan untuk 
memperkuat keterangan saksi dan alat bukti yang lain berupa 
benda yang telah diambilnya, CCTV memberikan gambaran yang 
jelas dan terperinci atas terjadinya tindak pidana di lokasi yang 
dimana keterangan saksi tidak begitu jelas melihat terdakwa 
melakukan perbuatan tindak pidana. 
2. Dalam melakukan pembuktian dengan menggunakan Kamera 
CCTV terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaannya, kendala yang dimaksud yaitu kendala hukum 
dan kendala non hukum. Kendala hukum adalah penggunaan 
CCTV tidak dimasukkan dalam alat bukti yang sah didalam 
KUHP sehingga penggunaan CCTV hanya menjadi alat bukti 
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pendukung bagi para hakim untuk menimbang putusan yang 
akan diberikan, kendala selanjutnya penggunaan CCTV dapat di 
manipulasi rekamannya sehingga dapat merugikan salah satu 
pihak yang berperkara, kendala yang berikutnya jarak waktu 
pemberiaan hasil rekaman Kamera CCTV ketangan penyidik 
dengan waktu terjadinya tindak pidana sehingga dapat 
mengurangi kerahasian dari rekaman tersebut yang apabila 
diketahui masyarakat luas baik itu rekan-rekan media atau 
masyarakat. Selanjutnya kendala yang dihadapi juga berupa 
kendala non hukum yang diantaranya seringnya hasil rekaman 
CCTV mendapat editing, editing yang dimaksud disini mengalami 
pengurangan maupun penambanhan dasil hasil yang semula, 
selanjutnya hasil dari rekaman CCTV kurang jelas hal ini 
diakibatkan dari kualitas Kemera CCTV itu sendiri, yang terakhir 
kendala yang dihadapi yakni perusakan dari Kamera CCTV yang 
dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang telah mengtahui tempat 
kamera CCTV tersebut disimpan sehingga tidak dapat digunakan 
serta arus listrik dari PLN yang juga merupakan kendala dalam 
menggunakan Kamera CCTV. 
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b. Saran 
1. Pembuktian yang menggunakan alat bukti teknologi salah satunya 
Kamera CCTV seharusnya dimasukkkan dalam Rancangan 
Perubahan KUHP, sehingga alat bukti elektronik tidak hanya menjadi 
alat bukti pendukung saja dalam proses beracara di Pengadilan. 
2. Untuk mengurangi kendala-kendala dalam penggunaan Kemera CCTV 
dalam setiap proses di Pengadilan, Kamera CCTV tersebut juga harus 
dilengkapi dengan teknologi tambahan dalam pemasangan sehingga 
tidak mudah rusak atau dirusak sehingga rasa keadilan dalam 
masyarakat dapat terjamin.  
3. Dengan majunya teknologi dimasa sekarang salah satunya Kamera 
CCTV diharapkan para penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan dan 
Kepolisian sebagai pintu masuk pertama dalam pembuktian setiap 
tindak pidana harus memperkaya kemampuan sumber daya 
manusianya sendiri dan mengoptimalkan kinerjanya sehingga dapat 
menganalisis dan mengoperasikan setiap teknologi yang telah 
berkembang di masa sekarang ini. 
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